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TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN 

PELINDUNGAN HAKIM DAN APARATUR PERADILAN BESERTA 

KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a . bahwa Hakim beserta keluarganya berhak 

mendapatkan pelindungan dari kekerasan 

dan/atau ancaman kekerasan dalam 

mengadili perkara tindak pidana terorisme; 

b. bahwa dalam mengadili perkara tindak pidana 

C. 

terorisme berpotensi terjadi ancaman 

kekerasan terhadap Hakim dan keluarganya 

baik di lingkungan pengadilan, di luar 

pengadilan, maupun di lingkungan tempat 

tinggal; 

bahwa berdasarkan pertim bangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan 

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua 

Mahkamah 

Operasional 

Agung tentang 

Prosedur 

Standar 

Permintaan 

Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan 

beserta Keluarganya dalam Perkara Tindak 

Pidana Terorisme; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

ten tang Mahkamah Agung se bagaimana telah 
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beberapa kali diubah 

Undang-Undang Nomor 

terakhir dengan 

3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Undang­

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum; 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah diubah dengan Undang­

Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Undang -Undang Nomor 15 

Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 

tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme 

dan Pelindungan terhadap Penyidik, Pe:1.untut 

Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan; 
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7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pelaksanaan 

Pelindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum, 

Hakim dan Petugas Pemasyarakatan Bese::-ta 

Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana 

Terorisme; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PERMINTAAN PELINDUNGAN HAKIM DAN 

APARATUR PERADILAN BESERTA KELUARGANYA 

DALAM PERK.ARA TINDAK PIDANA TERORISME. 

Standar Operasional Prosedur Permintaan 

Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan 

Beserta Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana 

Terorisme pada Mahkamah Agung dan pengadilan 

dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan 

militer dengan ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari keputusan ini. 

Format surat Permintaan Pelindungan Hakm dan 

Aparatur Peradilan beserta Keluarganya dalam 

perkara tindak pidana terorisme pada Mahkamah 

Agung dan pengadilan dalam lingkungan peradilan 

umum dan peradilan militer sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II dan merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

Format surat Permintaan Penghentian Pelindungan 

Hakim dan Aparatur Peradilan beserta Keluarganya 

dalam perkara tindak pidana terorisme pada 

Mahkamah Agung dan pengadilan dalam 
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lingkungan peradilan umum dan peradilan rr..ili-::er 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

keputusan ini. 

KEEMPAT Hakim dan Aparatur Peradilan beserta Keluargarrya 

tidak dikenakan biaya atas Pelindungan yang 

diberikan kepadanya. 

KELIMA Keputusan 1m mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian 

hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, 

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 24 Oktober 2022 

H AGUNG 
N~SIA, 

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial 
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial 
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI 
4. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI 
5. Panitera Mahkamah Agung RI 
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI 
7. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI 
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di sebruh 

bdonesia 
9. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di sebruh 

bdonesia. 
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LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AG-JNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 315 /KMA/SK/X/2022 
TANGGAL : 24 Oktober 2022 

STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN PELINDUNGAN 

HAKIM DAN APARATUR PERADILAN BESERTA KELUARGANYA 

DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME 

I. KETENTUA~ UMUM 

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini, yang dimaks·.1c. 

dengan: 

1. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua 

lingkungan perad:lan yang mengadili perkara tindak pi:iana 

terorisme. 

2. Pengac.ilan adalah pengadilan tingkal pertama dan pengadilan 

tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan pera::lilan 

militer yang mengadili perkara tindak pidana terorisme. 

3. Pelindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh 

negara kepada Hakim dan Aparatur Peradilan beserta 

keluarganya dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasar:. dalam 

mengadili perkara tindak pidana terorisme. 

4 . Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewe::iang 

oleh undang -undcng untuk mengadili perkara tinda:;c pi:iana 

terorisme termasuk di dalamnya Pimpinan Mahkcmah 

Agung,' Pengadilan . 

5. Aparatur Peradilan adalah aparatur Mahk2.mah 

Agung,' Pengadilan yang langsung a tau tidak langsung mer:.angani 

perkara tindak pidana terorisme. 

6. Keluarga adalah istri/ suami, orang tua, anak, orang yang tinggal 

serumah clan/ atau anggota keluarga lainnya. 

7. Panitera Mahkamah Agung adalah pejabat yang mem1mpm 

Kepaniteraan Ma_~kamah Agung sesuai dengan ketentuan 

peralu:-an perundang -undangan. 
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8. Panitera Pengadila:1 adalah pejabat yang memimpin Kepaniteraan 

Pengac:.ilan sesua: dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang se~anjutnya 

disingkat BNPT adalah badan yang menyclenggarakan ur·.1san di 

bidang penanggulangan terorisme. 

10. Potensi Tingkat A:1caman adalah ancaman atau kemur:gkinan 

ancaman kepada Hakim dan Aparatur Peradilan beserta 

Keluarganya yang membahayakan diri, jiwa, dan/ atau hartanya 

dalam bentuk ancaman langsung maupun tidak langsung. 

11. Surat adalah surat dalam bentuk elektro nik dan/ atau non 

elektronik. 

12. Hari adalah hari kalender. 

II. RUANG LINGKUP 

1. Hakim dan Aparatur Peradilan yang langsung atau tidak langsung 

menangani perkara tindak pidana teror isme beserta Keluarganya 

sebelu:n, selama proses maupun sesudah proses peme:-iksaan 

perkara tindak pidana terorisme diberi Pelir:dungan oleh negara 

dari kemungkinan ancaman yang membahayakan c1n, Jiwa, 

dan/ atau hartanya. 

2. Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berupa 

Pelindungan seca::-a langsung atau Pelindungan berd2.sarkan 

permir.. taan, se bagai beriku t. 

a. D:berikan dalam bentuk Pelindungan atas keaman2.n pribadi 

dari ancamar: fisik dan mental, kerahasiaan identitas dan 

bentuk Pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh 

Hakim dan Aparatur Peradilan beserta Keluarganya. 

b . Dapat dihentikan berdasarkan permintaan dari Hakim dan 

Aparatur Peradilan atau berdasarkan ;,enilaian Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan BNPT bahwa Pel:ndungan 

tidak diperlukan lagi. 
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lll . PELINDUNGAN SECARA LANGSUNG 

1. Hakim dan Aparatur Peradilan lingkat kasasi/peninjauan 

kembali. 

a . Paling lama 1 (satu) Hari setelah Ketua Mal::kamah 

Agung/Ketua Kamar Pidana/Ketua Kamar Militer menunjuk 

Majelis Haki:n yang mengadili perkara tindak p idana 

terorisme, Panitera Mahkamah Agung/pejabatyang ditunjuk 

membuat dan menyampaikan Surat identitas Majejs Hakim 

dan Aparatur Peradilan/ susunan persidangan yang ·:::>ersifat 

sangat ra._1.asia kepada Kepala BNPT Cq . Deputi Bidang 

Penindakan dan Pembinaan Kemampuan dengan te□busan 

kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara, sebagai 

bahan untuk melakukan koordinasi dengan BNPT tentang 

pemberian Pe:indungan secara langsung kepada Hakim dan 

Aparatur Peradilan. 

b . Pelindungan secara langsung diberikan juga kepada 

Keluarga Hak im dan Aparatur Peradi lan tingkat 

kasasi/peninjauan kembali, yang tcrdiri atas: 

1) istri/ sua:ni; 

2) anak; dan/atau 

3) orang yang tinggal serumah. 

c. Koordinas: antara Panitera Mahkamah Agung dengan BNPT 

sebagaimana ::iirnaksud dalarn huruf a: 

1) paling sedikit mernbahas mengenai: 

a) perkara tindak pidana terorisme; 

b) identitas subjek yang menangan1 perkara tindak 

pidana terorisme; 

c) identitas subjek yang dilindungi; 

d) bentuk/tingkat ancaman; dan 

e) usulan waktu dan bentuk Pelindungan; 

2) paling sedikit rnenetapkan: 

a) pemberian Pelindungan; 

b) waktu Pelindungan ; dan 
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c) bentuk Pelindungan. 

d. Dalam hal hasil koordinasi menetapkan mem·:::>erikan 

Pelindungan secara langsung kepada Hakim dan Aparatur 

Peradilan tingkat kasasi/ peninjauan kembali, Panitera 

Mahkamah Agung/ pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) 

Hari setelah menerima Surat :;:>elaksanaan pe□berian 

Pelindungan dari BNPT, memberi:ahukan Surat tersebut 

kepada Hakim/ Aparatur Peradilan tingkat 

kasasi/peninjauan kembali beserta Keluargany2. yang 

mendapatkan Pelindungan. 

2. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama. 

a. Paling lama 1 (satu) Hari setelah Ketua/Kepala Pengadilan 

menunjuk Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak 

pidana terorisme, Panitera Pengadilan/pejabatyang ditunjuk 

membuat dan menyampaikan Surat identitas Pi:npinan 

Pengadilan, Majelis Hakim dan Aparatur Pcradilan/ s·.1sunan 

persidangan yang bersifat sangat rahasia kepada Kepala 

B~PT Cq. Deputi Bidang Penin::iakan clan Pembinaan 

Kemampuan dengan tembusan kepada Majelis Hakim yang 

mengadili perkara, sebagai bat.an untuk melakukan 

koordinasi dengan BNPT tentang pemberian Pelindungan 

secara langsung kepada Hakim dan Aparatur Peradilan. 

b. Pelindungan secara langsung diberikan Juga kepada 

Keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat 

banding/tingkat pertama, yang terdiri atas: 

l) istri / suami; 

2) anak; dan/atau 

3) orang yang tinggal serumah. 

c . Koordinasi 2.ntara Panitera Pengadilan dengan BNPT 

se bagaimana dimaksud dalam hurt.:.f a: 

1) paling sedikit membahas mengenai: 

a) perkara tindak pidana terorisme; 
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b) identitas subjek yang menangam perkara tindak 

pidana terorisme; 

c) identitas subjek yang dilindungi; 

d) bentuk/ tingkat ancaman; dan 

e) usu~an waktu dan bentuk Pelindungan; 

2) paling sedikit menetapkan: 

a) pemberian Pelindungan; 

b) waktu Pelindungan; dan 

c) bentuk Pelindungan. 

d. D3.lam hal hasil koordinasi menetapkan mem::>e:-ikan 

Pelindungan secara langsung kepada Hakim dan Aparatur 

Peradilan ti::1.gkat banding/ tingkat pertama, Panitera 

Pengadilan/pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) Hari 

setelah menenma Surat pelaksanaan pe□berian 

Pelindungan dari BNPT, memberitahukan Surat tersebut 

kepada Hakim/ Aparatur Peradilan tingkat banding/ tingkat 

pertama beserta Keluarganya yang 

Pelindungan. 

IV. PELINDUNGAN BERDASARKAN PERMINTAAN 

A. PERMINTAAN PELINDUNGAN 

mend2.patkan 

1. H3.kim dan Aparatur Peradilan tir:.gkat kasasi/ pen:njauan 

kembali. 

a. Paling 12.ma 2 (dua) Hari setelah Ketua Mahkamah 

Agung/ Ketua Kamar Pidana/ Ketua Kamar Militer 

menunjuk Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak 

pidana terorisme, Panitera Mahkamah Agung/pejabat 

yang ditunjuk mengajukan permintaan Pelindungan 

Hakim dan Aparatur Peradilan kepada BNPT mclalui 

Ketua Mahkamah Agung/ pejabat yang ditu::1.juk, 

dengan tembusan kepada Majelis Hakim yang :nengadili 

perkara tindak pidana terorisrr:e. 
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b. Surat permintaan Pelindungan sebagaimana dimaksud 

huruf a paling sedikit memuat: 

1) nomor perkara; 

2) nama terdakwa/ terpidana/ narapidana; 

3) Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan 

Aparatur Peradilan; 

4) identitas Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat 

kasasi/peninjauan kembali sebagai berikut 

a) nama lengkap ; 

b) jabatan ; 

c) NIP/NRP; 

d) NIK; 

e) jenis kelamin; 

f) alamat sesuai KTP; 

g) alamat tempat tinggal; da..ri 

h) alamat tempat kerja. 

5) alasan permintaan Pelindungan; 

6) bentuk Pelindungan yang dimintakan; dan 

7) informasi Potensi Tingkat Ancaman. 

c. Sura t permintaan Pelindungan juga dapat diajukan 

terhadap Keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan 

tingkat kasasi/ peninjauan kembali dengan merr:uat hal 

dan identitas sebagaimana dimaksud pada huruf b, 

yang terdiri atas: 

1) istri/ suami; 

2) anak; 

3) orang ya ng tinggal serumah; dan/ atau 

4) anggota keluarga lainnya. 

d. Panitera Mahkamah Agung meminta informasi 

scbagaimana dimaksud dalam huruf c dari Majelis 

Hakim dan/ atau Aparatur Peradilan tingkat 

kasasi/peninjauan kembali. 
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e. Panitera Mahkamah Agung melakukan koordinasi 

dengan BNPT terkait Pelindungan terhadap Hakim dan 

Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali 

beserta Keluarganya yang paling sedikit menetapkan: 

1) pemberian Pelindungan; 

2) waktu Pelindungan; dan 

3) bentuk Pelindungan. 

f. Dalam hal hasil koordinasi menetapkan membe:-ikan 

Pelindungan berdasarkan permintaan kepac.a Hakim 

dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/ pen :nja uan 

kembali, Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang 

ditunjuk paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima 

Surat pelaksanaan pemberian Pelindungan dar : BNPT, 

memberitahukan Surat terse but kepada 

Hakim/ Aparatur Peradilan tingkat kasasi/ pen :njauan 

kembali beserta Keluarganya yang mendapatkan 

Pelindungan. 

2. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/ tingkat 

pertama. 

a. Paling lama 2 (dua) Hari setelah Ketua/Kepala 

Pengadi ian menunjuk Majelis Hakim yang mengadili 

perkara tindak pidana terorisme, Panitera 

Pengadi lan/pejabat yang ditunjuk mengajukan 

permintaan Pdindungan Hakim dan Aparatur Peradilan 

kepada BNPT melalui Ketua/ Kepala Pengadilan, dengan 

tembusan kepada Majelis Hakim yang mengadili 

perkara tindak pidana terorisme . 

b. Surat permintaan Pelindungan sebagaimana dimaksud 

huruf a paling sedikit memuat: 

1) nomor perkara; 

2) nama terdakwa/ terpidana/ narapidana; 

3) Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan 

Aparatur Peradilan; 
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4) identitas Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat 

banding/tingkat pertama sebagai berikut: 

a) nama lengkap; 

b) jabatan; 

c) NIP/NRP; 

d) NIK; 

e) jenis kelamin; 

f) alamat sesuai KTP; 

g) alamat tempat tinggal; dan 

h) alamat tempat kerja . 

5) alasan permintaan Pelindungan; 

6) bentuk Pelindungan yang dimintakan; dan 

7) informasi Potensi Tingkat Ancaman. 

c. Surat permintaan Pelindungan juga dapat dia jukan 

terhadap Keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan 

tingkat banding/ tingkat pertarna dengan memuat hal 

dan identitas sebagaimana dimaksud pada huruf b, 

yang terdiri atas: 

1) istri/ suarni; 

2) anak; 

3) orang yang tinggal serumah; dan/ a tau 

4) anggota Keluarga lainnya . 

d. Panitera Pengadilan meminta informasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c dari Majelis Hakim dan/atau 

A para tu; .- Peradilan tingkal banding/ tingkat pertama . 

e. Panitera Pengadilan melakukan koordinasi dengan 

BNPT terkait Pelindungan terhadap Hakim dan 

Aparatur Peradilan lingkat bandi!lg/ tingkat pertama 

beserta. Keluarganya yang paling sedikit menetapkan: 

1) pemberian Pelindungan; 

2) waktu Pelindungan; dan 

3) bentuk Pelindungan. 
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f. Dalam hal hasil koordinasi menetapkan membe::-ikan 

Pelindungan berdasarkan permintaan kepada Hakim 

dan Aparatur Peradilan tingkat banding/ tingkat 

pertama, Panitera Pengadilan/pejabat yang d.itc .njuk 

paling lama 2 (dua) Hari setelah menerimc. Surat 

pelaksanaan pemberian Pelindungan dari ENPT, 

memberitahukan Surat terse but kepada 

Hakim/ Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat 

pertama beserta Keluarganya yang mendc.pc.tkan 

Pelindungan . 

B. PELINDUNGAN MENDESAK 

1. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/pen:njauan 

kembali. 

a. Dalam hal Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat 

kasasi/ peninjauan kembali sejak di tun ju~ untuk 

mengadili perkara dan/ a tau da lam hal Pelindungan 

telah dihen tikan tetapi dalam keadaan mencesak 

karena terdapat ancaman yang sudah nya ta dan 

membahayakan fisik dan mental, Hakim dan A;Jaratur 

Peradilan tingkat kasasi/ peninjauan kemba:i dapat 

meminta Pelindungan melalui call center Pelindungan 

BNPT . 

b. Paling lama 

Pelindungan 

1 (satu) Hari 

terhadap diri 

setelah mend2.pc.tkan 

beserta Keluarganya 

sebagaimana dimaksud huruf a, Hakim dan A::)a:-atur 

Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali l:arus 

memberi :ahukan Pelindungan yang s-.1dah 

dilaksanakan kepada Ketua Mahkamah Agung. 

c. Apabila Hakim dan Aparatur Pcradilan tingkat 

kasasi/peninjauan kembali telah memberitah -.1kan 

Pelindungan sebagaimana dimaksud huruf b, Par:.itera 

Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk t.arus 

menyampaikan Surat permintaan persetc.juan 
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Pelindungan kepada BNPT paling lama 3 (tiga) Hari 

setelah Pelindungan dilaksanakan . 

d. Panitera Mahkamah Agung melakukan komunikasi 

langsung dengan BNPT terkait perlunya Pel:.n::iungan 

segera terhadap Hakim dan Aparatur PeradilcJ1 tingkat 

kasasi/peninjauan kembali beserta Keluarganya 

maupun karena kurang optimalnya Pelindungan yang 

diberikan. 

2. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding; tingkat 

pertama 

a. Dalam hal Hakim dan Aparalur Peradilan tingkat 

banding;'tingkat pertama sejak ditunjuk untuk 

mengadili perkara dan/ atau dalam hal PeEn:iungan 

telah dihen tikan tetapi dalam keadaan □endesak 

karena terdapat ancaman yang sudah nyata dan 

membahayakan fisik dan mental, Hakim dan Aparatur 

Peradilan tingkat banding/tingkat pertama dapat 

meminta Pelindungan melalui call center PeLn:lungan 

BNPT. 

b. Paling lama 1 (satu) Hari 

Pelindungan terhadap diri 

setelah mendapatkan 

beserta Keluarganya 

sebagaimana dimaksud huruf a, Hakim dan Aparatur 

Peradilan tingkat banding/ tingkat pertarr.a harus 

rnem beritah ukan Pelindungan yang sudah 

dilaksanakan kepada Ketua/ Kepala Pengadilan. 

c. Apabila Hakim dan Aparatur- Peradilan tingkat 

banding;' tingkat pertama telah mem beri t3.h ukan 

Pelindungan sebagaimana dimaksud huruf b. Panilera 

Pengadilan/pejabat yang ditunjuk harus 

menyampaikan Surat permintaan persetujuan 

Pelindungan kepada BNPT paling lama 3 (tiga) Hari 

setelah Pclindungan dilaksanakan. 
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d. Panitera Pengadilan melakukan komunikasi langsung 

dengan BNPT terkait perlunya Pelindungan segera 

terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat 

banding/ tingkat pertama bcserta Kcluarganya ma·.1pun 

karena kurang optimalnya Pelindungan yang diberikan. 

V. PENGHENTIANPEUNDUNGAN 

A. PENGHENTIAN BERDASARKAN PERMINTAAN 

1. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan 

kembali. 

a. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat 

kasasi/ peninjauan kembali dapat mengajukan 

permintaan penghentian Pelindungan kepada BNPT 

melalui Ketua Mahkamah Agung. 

b. Ketua Mahkamah Agung/ pejabat yang ditunjuk paling 

lama 2 (dua) Hari setelah menerima permintaan 

sebagaimana dimaksud huruf a, melakukan koordinasi 

dengan Panitera Mahkamah Agung ten tang penghe:1tian 

Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat 

kasasi/ peninjauan kembali. 

c. Dalam l:al hasil koordinasi sebagaimana dimaksud 

huruf b dipc:rlukan adanya penghentian PeLndungan 

Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat 

!<-asasi/peninjauan kembali, Panitera Mahkamah 

Agung/pejabat yang ditunjuk membuat Surat 

pernyataan persetujuan penghentian Pelindungan. 

d. Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang ditt:njuk 

paling lama 3 (tiga) Hari setelah hasil koordinasi 

sebagaimana dimaksud hur1.,.f c, mengirimkan Surat 

permintaan penghcntian Pelindungan Hakim dan 

Aparatur Peradilar. tingkat kasasi/peninjauan kembali 

yang bersifat sangat rahasia kepada Kepala BNPT Cq. 

Deputi Bidang Penindakan dan Pcmbinaan Kemam;man 
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dengan melampirkan Surat pernyataan persetujuan 

penghentian Pelindungan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf c. 

e. Surat permintaan penghentian Pelin::iungan 

sebagaimana dimaksud huruf d paling sedikit memuat: 

1) identitas subjek yang diberi Pe lindungan :1akni 

memuat : 

a) nama lengkap; 

b) jenis kelamin; 

c) alamat sesuai kartu tanda penduduk; 

d) alamat tempat tinggal; dan 

e) alamat tempat kerja. 

2) alasan permintaan penghentian Pelindungan. 

f. Dalam hal Pelindungan dihentikan berdasc.rkan 

Permintaan, Panitera Mahkamah Agung/ pejabat yang 

ditunjuk paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima 

Surat penghentian pemberian Pelindungan dari BNPT, 

memberitahukan Surat tersebut kepada Hak im dan 

Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali 

beserta Keluarga yang mendapatkan penghentian 

Pelindungan. 

2. Hakim dan Aparalur Peradilan tingkat banding/ tingkat 

pertama. 

a. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/ tingkat 

pertama dapat mengajukan permintaan penghentian 

Pelindungan kepada BNPT melalui Ketua,' Kepala 

Pengadilan. 

b. Ketua/Kepala Pengadilan paling lama 2 (dua) Hari 

setelah menerima permintaan sebagaimana dimaksud 

huruf a, melakukan koordinasi dengan Panitera 

Pengadilan tentang penghentian Pel indungan Hakim 

dan Aparatur Peradilan tingkat banding; tingkat 

pertama. 
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c. Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud 

huruf b diperlukan adanya penghentian Pel in::iungan 

Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding; tingkat 

pertama, Panitera Pengadilan membuat Surat 

pernyataan persetujuan penghentian Pelindur:gan. 

d. Panitera Pengad ilan paling lama 3 (tiga) Hari setelah 

hasil koordinasi sebagaimana dimaksud huruf c, 

mengirimkan Surat permintaan penghentian 

Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat 

banding/tingkat pertama yang bersifat sangc.t rahasia 

kepada Kepala BNPT Cq. Deputi Bidang Penindakan dan 

Pembinaan Kemampuan dengan melampirkan Surat 

pernyataan persetujuan penghentian Pelin::iungan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 

e. Surat perminlaan penghentian Pelin::iungan 

sebagaimana dimaksud huruf d paling sedikit rr:emuat: 

1) identitas subjek yang diberi Pelindungan yakni 

memuat: 

a) nama lengkap; 

b) jenis kelamin; 

c) alamat sesuai kartu t:U1da penduduk; 

d) alamat lempat tinggal; dan 

e) alamat tempat kerja. 

2) alasan permintaan penghentian Pelindungan. 

f. Dalam hal Pelindungan dihentikan berdasarkan 

permintaan, Panitera Pengadilan paling lama 2 (dua) 

Hari setelah menerima Surat penghentian pemberian 

Pelindungan dari BNPT, memberitahukan Surat 

tersebut kepada Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat 

banding/ tingkat pertama bese;:-ta Keluarga yang 

mendapatkan penghentian Pelindungan . 
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B. PENGHENTIAN BERDASARKAN PENILAIAN 

1. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/pen :.njauan 

kembali. 

a. Panitera Mahkamah Agung melakukan koorc.inasi 

dengan BNPT terkait penghentian Pelindungan terhadap 

Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat 

kasasi/ peninjauan kembali berdasarkan penilaian 

Kepolisian Republik Indonesia dan BNPT. 

b. Dalam hal Pelindungan dihentikan berdas2.rkan 

penilaian Kepolisian Republik Indonesia d2.n ENPT, 

Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang ditcnjuk 

paling lama 2 (dua) Bari setelah meneri□a Surat 

penghentian pemberian Pelindungan dari E-NPT, 

memberi:ahukan Surat tersebut kepada Hakim dan 

Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali 

berserta Keluarga yang mendapatkan peng:.1.e:i.tian 

Pelindungan. 

2. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/ tingkat 

pertama. 

a. Panitera Pengadilan melakukan koordinasi dengan 

BNPT terkait penghentian Pelindungan terhadap Hakim 

dan Ap'.3..ratur Peradilan tingkat banding/ tingkat 

per tama beserta keluarganya berdasarkan penilaian 

Kepolisian Republik Indonesia dar. BNPT. 

b . Dalam hal Pelindungan dihentikan ber~:lc..sarkan 

penilaian Kepolisian Republik Indonesia dan BNPT, 

Panitera Pengadilan paling lama 2 (dua) Hari setelah 

menerima Surat pengh entian pemberian Pelindungan 

dari BNPT , memberitahukan Surat tersebut kepada 

Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat 

pertama berserta Kcluarga yang mendapatkan 

p enghen tian Pelindung&n. 
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~- PELlNDUNGANKEMBALl 

1. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/ peninjauan 

kembali. 

a. Dalam hal diperlukan, berdasarkan permintaan drri Hakim 

dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/ peninjauan kembali, 

Pelindungan yang sudah dihentikan dapat di:nintakan 

kembali mela lui Panitera Mahkamah Agung kepadE BNPT. 

b . Tata cara permintaan Pelindungan kembali dari Panitera 

Mahkamah Agung kepada BNPT sebagaimana diatu:- dalam 

Bagian IV huruf A angka 1. 

2 . Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/ tingkat pertama. 

a. Dalam hal diperlukan, berdasarkan permintaan d Eri Hakim 

dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama, 

Pelindungan yang sudah dihentikan dapat di_71intakan 

kembali oleh Hakim dan Aparatur Peradilan beserta 

keluarganya melalui Panitera Pengadilan kepada B:--JPT. 

b. Tata cara permintaan Pelindungan Kembali dari Panitera 

Pengadilan kepada BNPT sebagaimana diatur dala._71 Bagian 

IV h uruf A angka 2. 

VII. KERAHASIAAN IDENTITAS HAKIM DAN APARATUR PERADIL'\N YANG 

MENGADILI PERKARA 

Identitas Majelis Hakim dan Aparatur Pcradilan yang langsung atau 

tidak langsung menangani perkara ti:idak pidana terorisme dalam 

semua ting~atan peradilan dirahasiakan dan tidak ditampilkan c.alam 

Sistem Informasi Pengadilan. 
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VIII. PENUTUP 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mula i berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 315 /KMA/SK/X/2022 
TANGGAL : 24 Oktober 2022 

FORMAT SURA T PELINDUNGAN HAKIM DAN APARATUR PERADILAN 
BESERTA KELUARGANY A DALAM PERK.ARA TINDAK PIDANA 

TERORISME 

FORMULIR 1 INFORMAS I IDENTITAS HAKIM DAN A?ARATUR 
PERADILAN / SUS UN AN PERSIDANGAN 

KOP MAHKAW:AH AGUNG/KOP PENGADILAN*l 

nama tempat, tanggal su rat dibuat 

~omor : (nomor surat) 
Sifat : Sangat Rahasia 
Lampiran: (banyaknya lampiran surat) 
Hal : Informasi ldentitas Hakim dan Aparatur Peradilan / Su sunan 

Pers idangan 

ith. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Tero r isme 
Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan 
di tempat 

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Pe:-kara 
~omor : . ... atas nama Terciakwa/Terpidana/Narapidana *l . ... . .. .. ..... (tulis 
11.ama lengkap) dan dengan dasar Surat Penunjukan Majelis Hakim 
>Jomor. .. tanggal .. .. , sebagai berikut 

Identitas Pimpinan: *l 
a. Narna Lengkap . . ....... . .................. . ........ ... ......... ... ... . . . 

NIP/ NRP dan Pangkat : . : .. . . . ........... . ... .. . . . . .................. . ... . . . ... . 
J enis l(elamin . . .. ... .............. . . . . . . . .. . . . ..... ............. . . . . . . . 
Alamat sesuai KTP .. . . . ...................... .. . . . .. ... .. . . ..... .. . . ....... . 
Alamat tempat tinggal : ...... .. ........... . .. .. .............. . ....... ... .. ... .. . 
Alamat tempat kerja .................... . ............................. . ... ... . 

b. 
c. Dan seterusnya 

Identitas Hakim: 
a. Nan1a Lengkap .......................... . ... .. .. .. . . ....... . ... ... .... .. 

NIP/ NRP dan Pangkat : .... . .... . ........ . .......... .......... ...... .. . . ... .... . 

L i~:~a~:1:s".:'.:: KTP : : : : : : : : : : : : : : 
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Alamat tempat tinggal : . .. .. . . .. . . . . . . . .... . .. . .. .. . .... . ... . ..... . ..... . ...... . 
Alamat tern pat kerja . ... ... ......... . ...... . .... .. . .. . .... . ... . ...... . . .. .... . 

b. 
c. Dan seterusnya 

Identitas Panitera/Panitera Pcngganti / Aparatur Peradilan: 
a. Nama Lengkap . ....... . ..... .. ............... .. . .. ... .. .. . . . .. . ... ... . . . 

NIP/ NRP dan Pangkat : .... . ............... . ......... . .. . ............ . ......... . 
Jenis Kelamin .... . ............................. .. ............. . .... . .. . 
Alamat sesuai KTP ... . ...... ... .... ................. .. ............ .. ... .. . . . 
Alamat tern pat tinggal : ....................... . ............ . . . ..... . .. . ... ... .. . 
Alamat tern pat kerja ........ . ................................ . ... . .. . .... . ... . 

b. 
c. Dan seterusnya 

Demikian disampaikan untuk dapat mcnjadi perhatian dalam rc.ngka 
analisa potensi ancaman terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan dan 
sebagai bahan masukan dalam koordinasi pemberian Pelindungan 

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih. 

Tembusan: 

Panitera Mahkamah Agung; 
Pani:era Pengadilan, 

Nama Jelas, 
NIP/NRP 

- Majelis Hakim yang mengadili Perkara / Aparatur Peradilan 

Catatan: 
*l pilih sesuai dengan keadaan 
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?ORMULIR 2 INFORMASI IDENTITAS HAKIM DAN A?ARATUR 
PERADILAN BESERTA KELUARGANY A 

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGADILAN *l 

nama tempat, tanggal surat dibuat 

.:-lomor : (nomor surat) 
Sifat : Sangat Rah asia 
=.,ampiran: (banyaknya lampiran surat) 
:-!al : Informasi Identitas Hakim dan Aparatur Peradilan/Susunan 

Persidangan 

ith. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tindak Pidana Terorisme Nomor : 
....... / Aparatur Peradilan*l 
di tempat 

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap ?e::-kara 
:fomor : .... atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana*l .............. (tulis 
r:.ama lengkap} dan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor ... tanggal .... , 
-... mtuk kepentingan Pelindungan diperlukan informasi identitas pihak 
sebagai berikut: 

a . Identitas Hakim / Aparatur Peradilan* l 
Nama Lengkap . ............ . . ... .... ... ................ .. ............. . . 
NIP/ NRP dan Pangkat .. ..... .... . ............. . .. .. .. ..... .. .. . ..... . . . ....... . 
NIK ......... ... . ... ................................. ... ..... . 
Jenis Kelamin 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

.......... ...................... .... ...... . ....... ····· ... 

b. Identitas Keluarga (istri/ suami)*l 
Nama Lengkap ................ . ..... ................. ... ............. .. . 
NIK .............. .. . ............. .. ........ . . . .............. . 
Pekerjaan 
Ala.mat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

. ············· ········ ···· ·· ............ ... ······ ·· ··· ···· 

................ ····· ·· ··········. ····· · ········ ····· ··· ·· 

c. Identitas keluarga (anak) *l 
Nama Lengkap .. ................... . ............. . .. . ............ ..... . . 
NIK . .... . ... .... ... ....... ...... . ........... ....... . ... ..... . 
Pekerjaan ..... .. ......... .. ......... .. .............. ........... ..... 
Alamat sesuai KTP . ······· ··· ·············· ..... ······· ·· ····· ............. . 



Alamat tempat linggal 
Alamat tempat kerja 
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d . Identitas ke luarga (orang -orang yang tingga.1 serumah)* l 
Nama Lengkap ...... . .. . ........ ... ........... . .... . ........ .. . ........ . 
NIK .............. . ........ .. ... ....... . . .. . ......... . ..... . . . 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempa t tinggal 
Alamat tempal kerja 

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih . 

Tembu san: 

Ca tats:i : 

Panitera Mahkamah Agung/ 
Pani tera Pengadilan *l, 

N arr:a J das, 
NIP/NRP 

I 
I 

*l pilih ses·..1ai dengan ke2.daan 

- - ·--- ---------------- __ J 
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FORMULIR 3. SURAT PERMINTAAN PELINDUNGAN HAKIM DAN 
APARATU:< PERADILAN 

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGAD ILAN*l 

nama tempat, tanggal surat dibuat 

Nomor : (nomor surat) 
iSifat : Sangat Rahasia 
,_,ampiran: (banyaknya lampiran surat) 
Hal : Surat Permintaan Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan 

beserta Keluarganya *l 

Yth . Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan 
di tempat 

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Pe:-kara 
Nomor : .... atas nama Tercakwa/Terpidana/Narapidana*l .. . ......... . . (tulis 
nama lengkap) dan dengan dasar Surat Penunjukan Majelis Hakim 
Nomor. .. tanggal .... , meminta Pelindungan atas: 

a. Identitas Hakim / Aparatur Peradilan*l 
Nama Lengkap .. .............. ... ........ . . . ...................... .. ... . 
NIP/ NRP dan Pangkat . . ....... .......... . ............. . .......... . ........ . ... . 
NIK . ......... . .................................. . ... . . . ..... . 
J enis Kelamin 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

........ .. .... . ................... ........ .... .. ·········· 

. ........ ............ . ·· ·········· ·· ........ ···· · ····· .. . . 

.. ..... .. .. .. ........... .......... ··············· ..... ... . 

b. Identitas Keluarga (istri / suami)*l 
Nama Lengkap ...... .... . ........ .. . ... ...... .. .......... . .. .. ......... . 
NIK ........ ...... ... ....... ... .. . .. . .. .............. . ... .... . 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

. ········ ···· ··········· · ··· ··· ... ... .... .. ··········· ···· 

.. .. ........ . ············ .............. ... . ... ········ ·· ·· 

c. Identitas keluarga (anak)*l 
N arr1a Lengka p . . ........ . ............ . ............. ... .... . . . .......... . 
NIK ...... . ............ . ............ . ........ . . .. ............ . 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tcmpat tinggal 
Alamat tempat kerja 

. ····· ·········· .... . . ··· ·· ············ ... . ··············· 

... . ...... . ..... ····· · ........ ........................... . 

...... .... ······ ············· ····· ····· ··· ········· · ······ 
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d . Identitas ke luarga (orang-orang yang tinggal serumah )*l 
Nama Lengkap ............. .. ..... . ....... .. ....... ........... . 
NIK . ... ....... . ................ .. ... . .............. . 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 

Alamat tempat kerja 

e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*) 
N ama Lengkap ... . ........................ .. .. ... .. . . . ... . . . ... . ..... . . . 
NIK ... . ....... . .......... .. .... .. . . ... . ............. . ... . ... . 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

Adapun Pelindungan dimintakan dengan alasan/ potensi ancaman 
an tara :ain : 

1. Pengancaman langsung; 
2. Pengan_caman melalui sarana komunikasi; 
3. .. .. .. .. .... ................. , 
4. dan seterusnya. 

Oleh karena itu, mohon untuk dapat membe r ikan Pelindungan dalarr 
bentuk .......... .. untuk jangka waktu ....... . ... lcrhadap para p iha k terse bu 
di atas. 

Atas perhatian dan ke(a samai1ya, diucapkan terima kasih. 

Tembusan : 

Catatan: 
*l pilih sesuai dengan keadaan 

Panilera Mahkamah Agun?;/ 
Pani tera Pengadilan *l, 

Nama Jelas, 
NIP/NRP 
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FORMULIR 4. SURAT PEMBERITAHUAN TENTANG PE~BERIAN 
PELINDUNGAN MENDESAK 

nama tempat, tanggal surat d ibuat 

: (nomor surat) 
ifat : Sangat Rahasia 
ampiran: (banyaknya lampiran surat) 
al : Pemberitahuan Pcrmintaan dan Pcmberian Pe lindungan 
endesak 

th. Ketua Mahkamah Agung R.I. / Ketua/Kepala Pengadilan*l 
di tempat 

Berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor .. . tanggal .. .. , 
akim dan Aparatur Peradi lan dengan idenlitas sebagai berikut: 

Nama Lengkap . .. ........ ............... . ....... . ......... .. .... .. ..... . 
NIP/ NRP dan Pangkat . .... ...... .. ................... ... ............. .. ... .... . 
NIK ... . ........ . ................................ . ... . . . .... . . 
Jenis Kelamin 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

elah ditunjuk sebagai Hakim dan Aparatur Peradilan yang memeriksa 
.erkara tinda~ pidana Terorismc Nomor atas nama 
erdakwa/Terpidana/Narapidana*) .............. (tulis nama lengkap): dalam 
al Pelindungar: te lah dihentikan*l tetapi karena terdapat ancamEn yang 
udah nyata c.an membahayakan fisik dan mental, telah meminta 

Pelindungan sccara langsung ke BNPT melalui call center Pe lindungan 
NPT atas nama : 

a . Identitas Hakim / Aparatur Peradilan*l 
Nama Lengkap ................. ..... ............................... .. .. . 
NIP/ NRP dan Pangkat . . ........ ... ... ...... ..... .. .......... ... . ... . .......... . 
NIK . ......... .. ................................... .. ........ . 
Jenis Kelamin .. ...................................... .. .... ... . .... ... . 
Alamat sesuai KTP .... ......... ..... .... ... .. .............................. . 
Alamat :em pat tinggal ...... ..... ....... ....... .. .. ..... ......... . ..... .. . ... .. . 
Alamat :em pat kerja ............................... .. ... ... .. ..... ........... . 

b. ldentitas Keluarga (istri/ suami)* l 
Nama Lengkap ......... . ... .......... .. .............................. .. . 
NIK .... . ......... . ........ .. ..... . ....................... .. . . 
Pckerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alarnat ·:empat tinggal 
Alamat -:empat ke1ja 
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c. Identitas keluarga (anak)*l 
Nama Lengkap . ..................... . . . ........ . ...... . ....... . 
NIK ........................ . ............... .... .... . 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*l 
Nama Lengkap .. . ..... .. . ........................... .. .. . ... . .. . .... . .. . 
NIK ....................... . ........... . ............. . ....... . 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat temr;at kerja 

.... ... .................. ··············· ..... ... ......... . 

e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*l 
Nama Lengkap ....... .. ................................ . .. . ............ . 
NIK ................ .. ............. ............. .. ... .. . ..... . 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

elah mendapatkan Pelindungan dalam bentuk. ...... . untuk jangk 2. waktu 

Demikian Surat pemheritahuan ini disampaikan, atas perhatian dan 
oerkenannya., diucapkan terima kasih . 

Catatan : 
*l pilih sesuai dengan keadaan 

Hakim/ Aparatur Peradilan, 

Nci.ma Jelas, 
NIP/NRP 
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FORMULIR 5. SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PEMBERIAN 
PELINDUNGAN MENDESAK 

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGADILAN*l 

nama tempat, tanggal sura t dibuat 

Norr.or : (nomor surat) 
Sifat : Sangat Rahasia 
L,ampiran: (banyaknya 18Ilpiran surat) 
Hal : Surat Permintaan Persetujuan Pemberian Pelindungan 

:r'th. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pcmbinaan Kemampuan 
di tempat 

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap ?erkara 
'.'Iomor : ... . atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana*) ....... ..... .. (tulis 
rz.ama lengkap) dan Surat Pemberitahuan Permintaan dan Pemberian 
?elindungan Mendesak tanggal . . .. , telah dilakukan Pelindungan karena 
~lasan mendesak atas: 

a . Identitas Hakim ·/ Aparatur Peradilan* l 
N ama Lengkap ..... .... . .......... . . ........ . ......... . ............ .... . 
NIP/ NRP dan Pangkat ........ .................. .. ... . . .... ............ ... . . ... . 
NIK . . ................................ . . .................. . .. . 
J enis Kelamin 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

b. Iderititas Keluarga (istri/ suami)* l 
Nania Lengkap .. . ......... . ... .. ...... . . . .... . . . .... . .. . .. .......... . .. . 
NIK ....................... . .......... .. ................. . ... . 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

c. Identitas keluarga (anak) *l 
Nama Lengkap . .. .................. . ............. . .......... . .......... . 
NIK ....... . . ................. . ................ . ..... . ....... . 
Pckerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat t:.nggal 
Alamat tempat kerja 
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d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*l 
Nama Lengkap .... .. ............. . .. . .. . ....... . .... .. .. . . . ............ . 
NIK ....... . . . ................................ . ............. . . 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

e. ldentitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*l 
N ama Lengkap . .. ............. . .................. .. ... . .......... ... ... . 
NIK .. ........... .. .. . .. . . . ........... ... ............... .... . . 
Pekerjaan 
Alama -.:. sesuai KTP 
Alama-.:. tempat tinggal 
Alama -.:. tempat kerja 

Oleh karena ?elindungan telah dilakukan maka mchon untuk dapat 
ernberikan perse1:ujuan atas Pelindungan dalam b entuk. .. . ... . untvk 

angka waktu ............ terhadap para pihak tersebut di atas. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. 

Panitcra Mahkamah Agung/ 
Panitera Pengad ilan* l, 

~e1'}i:;i1san: 

.Nama Jeias, 
NIP/NR _P 

I 
I 

Catatan: 
*l pilih sesuai dengan keadaan 

l __ ____ _, 

,--1..l<l.-+\-+~H AGUNG 
NESIA, 

.,. / 
v .. 
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LAMPIRAN III: KEPUTUSAN KETUA MAHKAM/l_H AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 315 /KMA/SK/X/2C22 
TANGGAL : 24 Oktober 2022 

FORMAT SURAT PENGHENTIAN PELINDUNGAN HAKIM DAN AFARATUR 
PERADILAN BESERTA KELUARGANY A DALAM PERKARA TINDAK ?IDANA 

TERORISME 

FORMULIR 6. SURAT PERMINTAAN PENGHENTIAN PELINDUNGAN 

nama tempat, tanggal sura: dibuat 

Sifat : Sangat Rahasia 
Lampiran: (banyaknya lampiran surat) 
Hal : Permintaan Penghentian Pelindungan 

Yth. Ketua Mahkamah Agur:g R.I. / Ketua/Kepala Pengadilan*l 
di tempat 

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhada:i= Perkara 
Nomor : .... atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana*) ............. (tulis 
nama lengkap:, dan berdasarkan Surat Pelaksanaan Femberian 
Pelindungan Nomor .. . . Tar:ggal .. . . telah diberikan Pelindunga.1 kepada 
atas nama: 

a . Identitas Hakim / Aparatur Peradilan*l 
Nama Lengkap ... .. ................. ... .......... . ....... .............. . 
NIP/ NRP dan Pangkat ........ . .................................... . ..... . ..... . 
NIK ......... . ............... .. .......... .. ...... . . ... ....... . 
J enis Kelamin 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal ............. . ................ .... .. .. ........... ........ . 
Alamat tempat kerja ............... . ......................... .. ......... ..... . 

b. ldentitas Keluarga (istri/ suami)* l 
Nama Lengkap ...................... . ... .. .. ............. ...... ........ . 
NIK .. .. .............................. . ...................... . 
Pekerjaan .................. . ............. ... . ............ .. .... . .. . 
Alamat sesuai KTP .................................... . ... .. ............... . 
Alamat tern pat tinggal ....... ................... . .. . .. ...... .... . ............ . . . 
Alamat tempat kerja ...................... .. ........................ . ... . .... . 

c. ldentitas keluarga (anak)*l 
Narna Lengkap ..... .. ......... . ........... . ......... . . . .......... .. .... . 
N'IK .................................. . ....... . .............. . 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
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Alamat tern pat tinggal ...................... ..................... . ... .. ........ . 
Alamat tern pat kerja ............. ..... . ..... .. .. ............................. . 

d. Identit2.s keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*l 
Nama Lengkap ................................... .. .................... . 
NIK .......... .. ........... . ............ . .. . ................. . 
Pekerjaan 

Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal ......... . .............. . ......... . ........ . . . ... ........ . 
Alamat tempat kerja ............................... ... ...... ......... .... .... . 

e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)* l 
Nama Lengkap ............... . .............. .. . . ....... . ... . ........... . 
NIK . .. ....................... .. ........... . . . . .. . ........... . 
Pekerjaa.n 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

. ··········· ···· ··· ·· .. .. ······ ·· ·············· ··· ········ 

Dengan in i mohon penghentian Pelindungan dengan alasan: 

1. 
2. 
3. 

. . . . . . . . . . .................. , 

. . . . . . . . . . .................. , 
dan seterusnya. 

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih. 

Catatan: 
*l pilih sesuai dengan keadaan 

Hakim/ Aparatur Peradilan"' l, 

Nama Jelas, 
NIP/NRP 
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FORMULIR 7. SURAT PERSETUJUAN PENGHENTIAN PELINDUNGAN 

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGADILAN*l 

nama tempat, tanggal surat dibuat 

Nomor : (nom:::>r surat) 
Sifat : Sanga.t Rahasia 
Lampiran: (banyaknya lampiran surat) 
Hal : Sura: Persetujuan Penghentian Pelindungan 

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan te rhadap Perkara 
Nomor : .... atas nama Terdakwa/Terpidana/Nara p idana*) ........ . ..... (tulis 
,nama lengkap) dan berdasarkan Surat Pelaksanaan Pernl:erian 

r
elindungan Nomor .... Tanggal .... telah diberikan Pe lindungan kepada 
tas nama: 

1. Hakim / Aparatur Peradilan*l 
a. Ider:.titas 

Nama Lengkap 
NIP/NRP dan Pangkat 
NIK 
J enis Kelam:n 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Ala□at tcmpat kerja 

b. Ider:titas Keluarga (istri/ suami)*l 
I~ama Lengkap . ................. . ........ . . . . . . . .. . .. ... . . . ..... . 
NIK ............. . . . .. . ... ... ...... . ..... .. . . . · · ···· · ·· 
Pckerjaa:.i 
Ala□at sesuai KTP 
Ala□at temr,at tinggal 
Ala□at tempat kerja 

c. Identitas keluarga (anak)*l 
Nama Lengkap 
NIK 
Pekerjaan 
Ala□at sesuai KTP 
Alaoat tempat tinggal 
Alaoat t~mpat kerja 

d. Identitas keI-...1arga (orang -orang yang tinggal serumah) *l 

Nama Lengkap . ······ · ······· · ··· · ·· ··· · · ··· · ···· · ················ 
NIK ............ . . .. .... . ...... . ....... . ....... . ....... . 
Pekerjaan 
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Alamat sesuai KTP . .... ..... .. ..... .. .. ...................... ...... . . . 
Alamat tern pat tinggal .......... .. . . .. .. .. ... .. .... .... . .. . ........ ... ... . 
Alamat tern pat kerja .... .. .......... ... ... ........ ... .... .............. . 

e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)* l 
Nama Lengkap . ............................................ ...... . 
NIK . .......... ... .. ............. .. .......... ..... ..... . 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

2. Setelah memperhatikan permohonan dan alasan permintaan 
penghentian Pelindungan dari Hakim dan Aparatur Perc..dilan 
tanggal .... . 

3. ····· ·········· ······ ··········· · · 
4. dan sete::-usnya. 

Kami menyetujui terhadap identitas tersebut di atas dilakukan 
penghentian Pelindungan. Demikian Surat pcrnyataan persetujuan 
penghentian Pelindungan ini dibuat. dengan sebenar-benarnya untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Catatan: 
*l pilih sesuai dengan keadaan 

Panitera Mahkamah Agung/ 
Pani tera Pengadilan *l 

Nama Jelas, 
NIP/ NRP 
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FORMULIR 8. SURAT PERMINTAAN PENGHENTIAN PELINGUNGAN 
HAKIM DAN APARATUR PERADILAN 

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGADILAN*l 

nama terr.pat, tanggal surat dibuat 

Nomor : (nomor surat) 
Sifat : Sangat Rahasia 
Lampiran: (banyaknya lampiran surat) 
Hal : Sura-.: Permintaan Penghentian Pclindungan 

Y:h. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Tercrisme 
Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan 
di tempat 

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perkara 
N8mor : .... atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana*) . ............. (tulis 
nama lengkap) dan berdasarkan Surat Pelaksanaan Pemberian 
Pelindungan Ncmor .. .. Tanggal . . . . telah diberi~an Pelindungan kepada 
atas nama: 

1. Hakim / Aparatur Peradilan*l 
a. Identitas 

Nama Lengkap 
NIP,' NRP dan Pangkat 
NIK 
J enis Kelamin 
Alamat sesuai KTP 
Alamaf lempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

b. Ider:titas Keluarga (istri/ suami)*l 
Nama Lengkap .............. . .... . ..... . ...... . ........ . ........ . 
NIK ... . ................................ . .... . ···· ·· · ·· 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Ala□at tempat tinggal 
Ala□at tempat kerja 

c . Identitas keluarga (anak)*l 
Nama Lengkap 
NIK 
Pekerjaan 
Alar:iat sesuai KTP 
Ala□at tempat tinggal 
Ala□at tempat kerja 
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d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*l 
N a□a Lengkap ................................................... . 
NIK .............................................. .. ... . 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat tinggal 
Alamat tempat kerja 

e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*l 
N a□a Lengkap ................................................... . 
NIK ................................................... . 
Pekerjaan 
Alamat sesuai KTP 
Alamat tempat :inggal 
Alamat tempat ~erja 

2. ·········· 
3. dan seterusnya. 

Adapun permintaan penghentian Pelindungan dengan alasan: 
1. . ......................... ... , 

2. ···················· · ········, 
3. dan seterusnya. 

Oleh karena itu, mohon untuk dapat menghentikan Pejndungan 
·erhadap identitas tersebut di atas. 

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih. 

embus~n : 

Catatan: 
''l pilih sest:.ai dengan keadaan 

Panitera Mahkamah Agung/ 
Panitera Pengadilan*l, 

Na.ma Jelas, 
NIP/NRP 


